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PUTARAN URUGUAY
DAN PERDAGANGAN JASA

Zulkarnain Sitompul

General Agreement on Trade in Services
(GATS), meletakan aturan-aturan dasar bagi
perdagangan internasional di bidang jasa.
GATS berisikan dua kumpulan kewajiban
utama yaitu kumpulan tentang konsep, prinsip
dan aturan yang menetapkan kewajibar yang
berlaku bagi seluruh "measures” yang mempe-
ngaruhi perdagangan jasa dan kumpulan ke-
wajiban khusus hasil negosiasi yang meru-
pakan komitmen yang berlaku untuk sektor
Jjasa dan sub sektor jasa yang terdaftar pada
"Schedule of Commitment”. Karangan ini
mencoba menelaah perjanjian perdagangan
Jasa yang dikasilkan dalam Putaran Uruguay.

1. Pendahuluan

Pada 1 Januari 1995, telah berdiri suatu organisasi internasional yaitu
World Trade Organization (WTQO). Organisasi ini berdiri sebagai hasil Perun-
dingan Putaran Uruguay yang diselenggarakan dalam kerangka Gereral Ag-
reement on Tariff and Trade (GATT). Perundingan tersebut berlangsung sela-
ma 7 tahun. Dimulai di Punta del Este, Uruguay dan berakhir di Marakesh,
Maroko. Perundingan ini selain mendirikan WTQ, juga mengeluarkan suatu
dokumen dengan nama Final Act.

WTO yang mengambil alih peranan GATT dalam memelihara sistem per-
dagangan internasional yang terbuka dan bebas adalah organisasi, meskipun
dapat diperdebatkan, paling penting jika dibandingkan dengan organisasi
internasional lainnya. Berbeda dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB},
benar-benar mempunyai "gigi" dan tidak seperti IMF dan World Bank, WTO
mempunyai misi yang sangat jelas dan tindakan serta aturan yang dikeluar-
kannya berlaku sama bagi setiap negara anggota, tanpa membedakan negara

Agustus 1995

T




. Puwiaran Uruguay 337

berkembang atau maju.’ _

Salah satu aspek yang dicakup oleh W70 adalah perdagangan jasa yang
diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) yang
merupakan salah satu lampiran (annex) dari Perjanjian Pembentukan WTO
(selanjutnya disebut dengan perjanjian W70). GATS meletakkan aturan-
aturan dasar bagi perdagangan internasional di bidang jasa.

Aspek perdagangan jasa ini merupakan aspek yang sama sekali tidak di-
sentuh secara mendalam oleh GATT. Tujuan dibentuknya GATTS ditegaskan
dalam Deklarasi Punta del Este, deklarasi yang merupakan dasar dilaksana-
kannya perundingan Putaran Uruguay, yaite untuk membentuk suatu ke-
rangka multilateral dari prinsip dan aturan tentang perdagangan jasa.”

Secara garis besar GATS berisikan dua kumpulan kewajiban yaitu kum-
pulan tentang konsep, prinsip dan aturan yang menciptakan kewajiban yang
berlaku bagi seluruh measure yang mempengaruhi perdagangan jasa; dan
kumpulan tentang kewajiban khusus hasil negosiasi yang merupakan komit-
men yang berlaku untuk sektor jasa dan sub sektor jasa yang terdaftar pada
Schedule of Commirment, selanjutnya disingkat dengan SOC, negara anggota.
Di samping itu perjanjian ini juga berisikan lampiran tentang sektor-sektor
Jasa tertentu yang mempunyai karakteristik khusus serta keputusan-keputusan
dan understanding.®* Kedua komponen ini merupakan saw kesatuan yang
berlaku dan mengikat seluruh anggota WTO.

Kumpulan pertama GATS berisikan kewajiban umum yang beberapa dian-
taranya berlaku untuk seluruh sektor jasa (misalnya most-fovared nation dan
transparansi) dan beberapa hanya berlaku untuk SOC (misalnya Pasal XI ten-
tang Payment and Transfers).* Sedangkan kumpulan kedua, berupa komit-
men pembukagn akses pasar yang ditawarkan kepada anggota lain sebagai
hasil perundingan,

Secara lebih rinci GATS terdiri dari 6 Bagian, 29 Pasal dan 8 Lampiran
(annex) yang dapat dikelompokkan ke dalam ¢ kelompok yaitu:

1. kewajiban umum yang berlaku kepada semua anggota;

! "Trading Post®, The Economisf, March 11-17 1995, hal. 5.

2 GATT Activilics 1986, “An Annual Revicw of the Work of the GATT ™, Geneva, June 1987, page
26.

3 Bernard Hockman, “The General Agreement on Trade in Services™, dalam John H. Jackson ct.al,
"Legal Problem of Intermnntionsl Economic Relation”, West Publishing Ce, St. Paul, Minn., 1995, page
921.

4 MTN.GNS/W/164, 3 Scpiember 1993, hal. 1.
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338 Hukum dan Pembangunan

kewajiban khusus yang tercantum dalam SOC masing-masing anggota;
ketentuan pengecualian terhadap kewajiban;

isu-isu untuk perundingan mendatang;

annex dan keputusan menteri yang menjelaskan berbagai aspek GATS;
dan '

6. masalah-masalah teknis, prosedural dan administratif,

Dalam ketentuan umum diatur prinsip-prinsip yang tidak jauh berbeda
dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam GATT. Prinsip-prinsip tersebut
antara lain adalah: : :

1. most-favoured-nation treatment (non-discriminarion);

2. protection through specific commitment (termasuk marker acces, national
trearment dan additional commitment);

transparansi;

peningkatan partisipasi negara sedang berkembang;

integrasi ekonomi;

liberalisasi bertahap;

keadaan darurat;®

bl ol

Nk W

I1. Status Hukum GATS Dan Kekuatan Mengikatnya

Dilihat dari sudut hukum internasional perjanjian WTO adalah merupakan
salah sam bentuk freaties. Treaties oleh International Law Comission dide-
finisikan sebagai "any international law agreement in wrritten form, whether
embodied in a single instrumen or in two or more related instruments and
whatever its particular designation (treaty, convention, protecol, covenant,
charter, statute, act, declaration, concordat, exchange of notes, agreed
minute, memorandum of agreement, modus vivendi or any other appelation),
concluded berween rwo or more Stares or other subjects of international law
and governed by international law. ™

Pasal 2 The Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969,
U.N. Doc. A/Conf. 39/27 (The Vienna Convention) menyatakan bahwa
treaties merupakan suatu perjanjian dimana dua atau lebih negara mendirikan

5 Bandingkan dengen Cliver Long, "Law and Tis Limilation in the GATT Multilsteral System®,
Bordrecht, Graham & Troiman/Matinus NijholT, 1987 hal. 7-11.

® Jan Brownlie, ~“Principles of Public International Law,” Fourth Edition, Clarendon Press Oxford,
1990, Page 605.
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atau berusaha mendirikan suatu hubungan diantara mereka yang akan diatur
oleh hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan
bahwa perjanjian W70 adalah salah satu bentuk dari treaties sehingga dengan
demikian mengikat negara yang menandatanganinya.

Sementara itu GATS adalah salah satu annex dari perjanjian WTO yaitu
annex 1B, Pasal 1 (2} Perjanjian W70 menegaskan bahwa “The agreements
and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 are integral
parts of this Agreement, binding on all Members ", Dengan demikian, apabila
suatu negara menandatangani perjanjian W70 maka dengan sendirinya
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GATS juga mengikat negara tersebut.

Seperti telah dikemukakan, GATS sendiri terdiri dari beberapa instrumen
yang menggunakan nama yang berbeda satu dengan lain, yaitu Agreement
untuk GATS, Decision untuk Ministerial Decision dan Understanding untuk
Understanding Financial Services.

Meskipun demikian baik agreement, ministerial decision maupun
understanding kesemuanya mengikat (binding) dengan alasan:

a. Pasal XXIX GATS yang menetapkan bahwa "Lampiran-lampiran dari

perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian

ini.,

b. Final Act yang menyatakan bahwa ketiga instrumen it "embody the
results of their negotiations and form integral part of this Final Act. "
¢. Dalam Informal Note By The Chairman Group Negotiations on Services

(GNS) perihal MFN Exemptions and Negoriations of Initial Commitments,

tanggal 30 Januari 1992 dijelaskan bahwa ... The adoprion of the GATS

means the adoption of the Articles of the Agreement, its annexes,
dec:smns and undersrandmgs and the national schedules of commit-
ments.

Dengan demikian, dipandang dan sudut hukum internasional, bentuk dan
nama adalah tidak relevan, tetapi sepanjang instrumen itu dicantumkan seba-
gai hasil negosiasi Putaran Uruguay dan merupakan bagian tak terpisahkan
dari perjanjian WTQ, maka akan mengikat negara peserta.

III. Proses f’enerapan Hukum Internasional
Kedalam Sistem Hukum Nasional
Secara teoritis setidaknya terdapat dua sistem yang berlaku mengenai

prosedur pemberlakuan perjanjian internasional kedalam sistem hukum nasi-
onal. Sistem mana yang dianut biasanya diatur di dalam konstitusi masing-
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masing negara. Sistem pertzama adalah sistem yang memerlukan firther act
of transformation oleh parlemen, Artinya suatu perjanjian internasional tidak
secara langsung dapat diterapkan sebagai hukum nasional akan tetapi memer- _
lukan persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Sistem kedua adalah sistem
yang dapat langsung diberlakukan atau self executing. Dengan kata lain hu-
kum internasional langsung mempunyai kekuatan dan status sebagai hukum
nasional. :

Secara konstitusional Indonesia menganut prinsip yang pertama. Hal ini
dapat dilihat dari Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan
"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perda-
maian dan perjanjian dengan negara lain.” Akan tetapi UUD 1945 maupun
Penjelasannya tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang apa yang
dimaksud dengan pembuatan "perjanjian dengan negara lain". Penjelasan
tentang hal ini diperoleh dari surat Presiden Soekarno kepada Ketua DPR
No. 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus 1960 perihal Pembuatan Perjanjian-

perjanjian Dengan Negara Lain, yang antara lain menyebutkan bahwa. per-
~ kataan "perjanjian” pada Pasal 11 (UUD 1945) tidak mengandung arti segala
perjanjian dengan negara iain, tetapi hanya perjanjian yang terpenting saja,
yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya berbentuk treazy.
Untuk perjanjian-perjanjian lainnya yang disampaikan kepada DPR hanya
untuk diketahui.

Berdasarkan surat tersebut dapat dikatakan bahwa dalam praktek, Indo-
nesia sebenarnya menerapkan kedua sistem tersebut secara bersamaan, mes-
kipun tentunya dapat diperdebatkan kekuatan hukum dari surat Presiden
Soekarno tersebut. Untuk perjanjian WTO yang dihasilkan oleh Putaran
Uruguay, Indogesia menerapkan sistem yang pertama yaitu melaluj ratifikasi
DPR. Hal tersebut telah terlaksana dengan dikeluarkannya Undang-undang
No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia. Dengan demikian secara hukum perjanjian atau Final
Act telah menjadi bagian dari hukum nasional kita ({aw of the land).

IV, Substansi GATS

1. Ruang Lingkup Perjanjian

Perundingan mengenai perumusan ruang lingkup (coverage) GATS meru-
pakan salah satu topik utama pada waktu perundingan Putaran Uruguay.
Permasalahannya adalah, apakah GATS akan mencakup seluruh sektor jasa,
atau tidak. Sebagian besar anggota, termasuk negara sedang berkembang,
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menginginkan universal approach, artinya GATS mencakup seluruh sektor

jasa. Dengan pertimbangan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan

dan untuk mencegah dikeluarkannya suatu sektor jasa tertentu yang meru-
pakan kepentingan sesuatu negara. Sebagaimana yang terjadi pada sistem

GATT 1947 yang mengenyampingkan pertanian dan tekstil.’

Amerika Serikat didukung oleh Masyarakat Eropa, minta agar digunakan
pendekatan regative list atau disebut juga dengan pendekatan 1op down and
opt-out. Dengan pendekatan ini seluruh sektor jasa akan dicakup GATS kecu-
ali yang dicantumkan dalam negative list. Pendekatan ini ditentang oleh
banyak negara. Mereka lebih menyukai pendekatan positive list atau disebut
juga dengan pendekatan bottom up and opt-in. Berdasarkan pendekatan ini
seluruh sektor akan dicakup oleh GATS, tetapi anggota dapat mengenyam-
pingkan sektor-sektor jasa yang mereka anggap masih lemah. Pendekatan ini
ditolak oleh AS dan ME dengan alasan pendekatan tersebut memberikan ke-
pada anggota hak veto dalam penerapan GATS.®

Jalan keluar yang ditempuh adalah dengan menetapkan bahwa ruang ling-
kup perjanjian di bidang jasa mencakup seluruh sektor jasa akan tetapi
anggota diberi keleluasaan untuk mencantumkan dalam SOCnya sektor-sektor
jasa terientu yang mereka buka untuk anggota lain dengan persyaratan dan
pembatasan tertentu. ‘

Ruang lingkup perdagangan jasa ini diatur dalam Pasal I (1) GATS yang
berbunyi "This agreement applies to measures by Member affecting trade in
services”. ‘

Pasal I (2), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan trade in services
adalah perdagangan jasa yang dilakukan dengan cara: _

(i) Jasa yang diberikan dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lainnya
{cross-border) misalnya jasa yang mempergunakan media telekomuni-,
kasi; : y

(ii) Jasa yang diberikan dalam suatu wilayah negara kepada konsumen dari
negara lain (consumption abroad) misalnya turisme;

(iii) Jasa yang diberikan melalui kehadiran badan usaha suatu negara dalam
wilayah negara lain (commercial presence) misalnya pembukaan kantor
cabang bank asing;

? Terence P. Siewart (Editor), “The GATT Uruguay Round A Negotisting History (1986-1992)",
Yolume I : Commentary, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer, The Netherlands, 1993, hal.
2363-27464.

8 ibid. hal. 2371.
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(iv) Jasa yang diberikan oleh warganegara suatu negara dalam wilayah
negara lain (presence of natural person) misalnya jasa konsultan,
pengacara dan akuntan.’

Dengan demikian terlihat bahwa cakupan perdagangan jasa yang diatur
oleh GATS ini relatif luas dan universal. Sementara itu pengertian jasa adalah
meliputi semua sektor jasa, kecuali jasa yang dilakukan dalam rangka menye-
lenggarakan fungsi Pemerintahan, artinya setiap jasa yang dilaksanakan tidak
dengan maksud komersial atau akan bersaing dengan pemasok jasa lainnya
misalnya otoritas moneter dalam menetapkan exchange rates [Pasal I (b) &
(¢)] GATS.

Dari batasan di atas ada beberapa kata penting yang perlu mendapat pen-
jelasan [ebih lanjut, yaitu measures, anggota (members), dan affecting.

a. Measures

Measures menurut Pasal XXVIII (a) GATS adalah semua measures yang
diambil oleh anggota baik dalam bentuk law, regulation, rule, procedure,
decision, administrative action maupun bentuk lainnya. Definisi tersebut .
memang belum memuaskan, karena belum memberi jawaban secara tegas
apa yang-dimaksudkan dengan measures. GATS hanya memberikan non-
exhaustive list dari bentuk-bentuk measures, karena demikian bervariasirya
bentuk measures/pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Sekretariat GATT, measures itu dapat berupa tindakan atau
bukan tindakan/berdiam diri (an omission 1o act) kalau ada kewajiban
bertindak (duty to act). Hal ini sejalan dengan doktrin ilmu hukum di
Indonesia, bahwa tindakan itu dapat aktif atau pasif. Orang yang berdiam
diri dapat dianggap melakukan tindakan pelanggaran, kalau ada kewajiban

. untuk bertindak yang harus dilakukan orang itu.

Berhubung GATS merupakan perjanjian baru maka belum terdapat juris-
prudensi yang dapat lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan measures.
Untuk itu perlu dilakukan bandingan dengan praktek yang telzah dilaksanakan
oleh GATT yaitu dengan’ melihat keputusan-keputusan yang diambil oleh
Panel yang dibentuk dalam GATT. Meskipun berdasarkan doktrin hukum in-
ternasional stare decicis atau konsep common law tentang preseden tidak

? =Sckilas tenang Perjanjian Umom Perdagangen Jasa (General Agreement on Trade in Services)™,
Bank Indonesin, Jakarta, 2 November 1924, hal. 7.

1% Multilstersl Teade Negotiation Group of Negolimion on Services (MTN.GNS)W/139, |5
October 1991,
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berlaku." Artinya keputusan World Court dalam sengketa antara negara A
dengan B, tidak mengikat dalam sengketa antara C dan D, bahkan antara A
dan B dalam sengketa yang lain pada waktu berikutnya.'? Akan tetapi da-
lam praktek GATT, para diplomat dan pejabat yang aktif dalam GATT sangat
terpengaruh dengan putusan (finding) Panel.”

Dalam The 1988 Panel "Report on Japan - Trade in Semi-conductors
(adopted on 4 May 1988) diputuskan bahwa suatu administrative guidance
yang dikeluarkan oleh Pemerintah meskipun dikatakan sebagai non-
mandatory dan not iegally binding dikategorikan sebagal measures apabila
administrative guidance itu diikuti dengan insentif atau disinsentif dari
Pemerintah dalam pelaksanaannya.’ Sedangkan dalam The 1987 Panel Re-
port on "United States - Taxes on Petroleum and Ceriain Imported Sub-
stances (adopted on 17 June 1987) dijelaskan bahwa suatu ketentuan yang
mewajibkan Pemerintah untuk mengambil tindakan dianggap sebagai measure
akan tetapi suatu ketentuan yang memberikan kekuasaan kepada Pemerintah
untuk mengambil tindakan tidaklah dianggap sebagai measures."

b. Members

Yang dimaksudkan dengan Members adalah member dari WTO, yang
dapat berupa pemerintah atau separate customs territory, seperti Hongkong.
Measure by Member menurut Pasal I paragraf 3 (a) (i) dan (ii) adalah
measures yang diambil oleh Pemerintah atau yang berwenang dari tingkat
pusat, regional arau lokal atau badan non-pemerintah yang didelegasikan oleh
pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

Dalam Pane!l Report on EEC Restrictions on Import of Dessert Apples
(Adopted on 22 June 1989) diputuskan bahwa suatu tindakan oleh perseo-

" lan Brownlie, "Principle of Public Intemational Law, Oxford: Clerendon Pres, 3d. ed., 1979)
seperti dikutip dalam John H. Jackson, "The World Trading Sysiem, Law and Policy of lniernalional
Economic Relations™, The MIT Press, 1952, hal. 89,

12 Siatute of the Inlernational Court of Justice, 59 Sial, 1055, Anicle 59 yang berbunyi: “The
decision of the Court has no binding force except berween the partics and in respect of thal panicular .

cARE .
13 }ohn H. Jsckson, “The World Trading System®, supra, hal. 90.
14 “Guide To GATT Law and Pmctice”, §th Edition, Geneva 1994, hal. 288.
13 big, hal. 600-601.
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rangan atau badan hukum swasta dapat dianggap sebagai mesures kalau hal
itu difakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan (the exercise
of public authority).'®

Pengertian yang luas ini sejalan dengan pengertian "menyelenggarakan
tugas pemerintahan” yang dianut oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara, yaitu meliputi juga tindakan perseorangan atau badan hukum swasta
di dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan.

" ¢. Affecting :

Dalam pasal XXVIII (C) diatur bahwa measures by Members affecting
trade in services meliputi measures dalam rangka:
(i) the purchase, payment or use of a service;

(i) the access to and use of, in connection with the supply of a service,
services which are required by those Members t0 be offered 1o the public
generally;

(iii) the presence, including commercial presence, of persons of a Member
for the supplly of a services in the territory of another Member.

Ketentuan di atas diformulasikan secara inclusive untuk memberikan
indikasi atas keinginan para perunding agar dapat mencakup secara luas
setiap measures yang berdampak pada perdagangan jasa.!?

Dalam praktek GATT kata ini juga diartikan secara luas, seperti dapat
dilihat dalam The 1958 Panel Report on Italian Discrimination Against Im-
ported Agricultural Machinery (adopted on 23 October 1958) yang memu-
tuskan bahwa "Pemilihan kata effecring dimaksudkan oleh para perancangnya
untuk mencakup tidak hanya laws and regulations yang secara langsung
mengatur persyaratan, tetapi semua laws atau regulation yang mungkin
secara merugikan mengubah persyaratan.”®

Keputusan Panel ini kemudian juga diikuti dalam The 1989 Panel Report
on United-States - Section 337 of the Tariff Act of 1930 (adopted on 7 No-
vember 1989). Dalam putusan Panel ini dijelaskan bahwa aturan yang ber-

1% *Basic Instrumen and Selecled Documents (BSID)” No. 36 Tahun 19881989, GATT, Geneva, July
1990, hal. 93,

7 MTN.GNS/W/1TT 29 October 1993, hal. 2.

" *Guide to Gt Law", Supm, hal. 161.

Agusius 1995




Putararn Uruguay 345
sifat prosedural juga termasuk dalam pengertian affecting.”

© 2. Beberapa Aturan Pokok GATS
a. Most Favoured-Nation Treatment (MFN)

MFN adalah suatu kemudahan yang-diberikan kepada suatu negara juga
harus diberikan untuk negara lain. MFN ini merupakan prinsip utama di
dalam perdagangan barang (GATT} yang juga dipakai dalam perdagangan
jasa (GATS).

Konsep MFN ini mempunyai sejarah amat panjang yang dapat ditelusuri
keberadaannya sejak abad ke-12, meskipun secara formal konsep ini muncul
pertama sekali pada abad ke-17. Pertumbuhan perdagangan selama abad ke-
15 dan 16 kelihatannya menjadi sebab utama munculnya klausula MFN.
Amerika Serikat menggunakan klausula ini pada tahun 1778 pada perjanji-
annya yang pertama dengan Perancis.” ,

MFN atau dikenal juga dengan prinsip non-diskriminasi merupakan suatu
kewajiban umum (general obligation) dalam GATS. Kewajiban ini bersifat
segera (immediatelly) dan otomatis {unconditionally).

Dalam pengaturan tentang MFN pada Pasal 11 paragraf 1| GATS diper-
gunakan perumusan ... each Member shall accord immediately and uncon-
ditionally to services and services suppliers of any other Member, “treatment
no less favourable” than it accords to like services and services supplier of
any other country. Istilah treatment no less favourable juga digunakan di
dalam Pasal X VI tentang marker acces dan Pasal XVII tentang national treat-
ment.

Perbedaannya ialah dalam MFN treatment no less favourable yang diban-
dingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap services supplier dari
suatu negara dengan negara lainnya sedangkan dalam narional treatment yang
dibandingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap domestic service
supplier dengan foreign services supplier. Sedangkan dalam market acces
pengertiannya adalah perfakuan yang diberikan terhadap foreign services
supplier oleh suatu negara harus sesuat dengan persyaratan dan pembatasan
yang tercantum di dalam schedule of commitments negara itu.

Meskipun demikian sistem (A TS memberikan kebebasan bagi anggotanya
untuk menyimpang dari kewajiban MFN. Dengan demikian suatu anggota da-
pat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada

¥ Ibid., hal. 161,
= Ibid., hnl. 161.
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suatu atau beberapa anggota dibandingkan dengan yang diberikan kepada
anggota lain sepanjang anggota lain tersebut diperlakukan minimal sesuai

dengan yang dicantumkan dalam SOC. Akan tetapi suatu negara tidak dibe- °

narkan untuk memberikan perlakuan yang lebih sedikit dari yang dicantum-
kan dalam SOC kepada suatu atau beberapa anggota (misalnya berdasarkan
azas resiprositas).?

Masalah MFN exemption ini hampir menggagalkan perundingan Putaran
Uruguay pada Bulan Desember 1993 yang lalu. AS melakukan . pendekatan
yang dianggap oleh mitra rundingnya sebagai suatu kekeliruan. Pendekatan
AS ini dikenal dengan two-tier approach yang khusus diberlakukan untuk
sektor jasa keuangan, Dalam pendekatan ini AS memberlakukan 3 kategori
mitra dagangnya yaitu: 1) negara yang memperoleh seluruh manfaat atas
komitmen yang diberikan; 2) negara yang hanya memperoleh manfaat seba-
gian komitmen; dan 3) negara yang tidak memperoleh manfaat dari komit-
men AS. Pendekatan ini secara prinsipil bertentangan dengan konsep MFN
exemption.

Sebagai jalan keluar, untuk menghindari kegagalan perundingan, dise-
pakati untuk melanjutkan perundingan di sektor jasa keuangan sampai dengan
akhir Juni 1995. Dalam lanjutan perundingan AS menegaskan kembali posi-
sinya bahwa AS akan membuka jasa keuangannya kepada semua anggota
WTO sepanjang negara lain meningkatkan pembukaan pasar jasa keuangan-

nya.? .

b. Protection Through Specific Commitments

Dalam perdagangan barang anggota (Contracting Parties} GATT
mempunyai 4 kewajiban utama yaitu: 1) memberlakukan trade barrier secara
non diskriminasi; 2) membatasi tarif pada tingkat yang ditetapkan dalam
tariff schedules; 3) membatasi penerapan other barrier; dan 4) menyelesai-
kan sengketa dengan cara konsultasi dan proses penyelesaian sengketa
khusus.® '

Dalam perdagangan jasa, proteksi dengan menggunakan pembatasan
dengan tarif tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena jasa-jasa itu sendiri,
mengingat sifatnya yang abstrak, masuk ke suatu wilayah tidak melalui

1 MTN.GNS/Wr164, 1anggal 3 Seplember 1993,
2 Sir Brian Poarse, “Danger of Foling at the Trade Fence™, The Financial Times, March 11, [995.

B Rarry E. Caner and Philip R. Trimble, “International Law*, Little Brown and Company, 1991,
hal, 493.
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pelabuhan (customs), sehingga tidak dapat dihambat melalui tarif. Oleh
karena itu proteksi yang dapat dilakukan dalam perdagangan jasa adalah
dalam bentuk SOC yang dibuat masing-masing negara sesuai dengan keadaan
negara tersebut yang kemudian dirundingkan dengan mitra dagangnya.

SOC pada hakekatnya mengandung suatu "reservation”, artinyanegara
yang membuat SOC tersebut tunduk pada ketentuan GAZS dengan disertai
suatu kondisi, pembatasan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam
komitmennya itu.

SOC ini diatur pada Bagian III yang terpisah dari Bagian Il GATS yang
merupakan general obligations. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa
schedule of commitments bukan merupakan “automatic obligation”, akan te-
tapi merupakan suatu specific obligation. Artinya yang menjadi kewajiban
adalah sesvai dengan yang tercantum dalam SOC negara yang bersangkutan.

Dalam Bagian III GATS (Specific Commirments) dikenal 3 macam komit-
men yaitu:

a. komitmen market acces;

b. komitmen national irearment,

¢. additional commitments.

Ketiga macam komitmen ini digabung menjadi satu dalam SOC dari masing-
masing negara.

Pendekatan yang dipergunakan dalam pembuatan SOC adalah bersifat
campuran sebagai hasil kompromi dalam menentukan cakupan GAT7S seba-
gaimana telah dijelaskan di atas. Positive list dipergunakan di dalam
membuka sektor/sub sekior maupun transaksi kepada foreign services
supplier. Artinya hanya sektor/sub sektor/transaksi yang disebut dalam
schedule commirtments itu saja yang dapat dimasuki oleh foreign service
supplier sesuai dengan persyaratan atau pembatasan yang ada dengan men-
dapat perlindungan penuh dari GATS. Pendekatan ini dikenal dengan nama
"up-down approach™.

Sebaliknya pendekatan negative {ist dipergunakan ketika negara tersebut
menyatakan komitmennya di bidang market acces dan national treatment.
Untuk market acces, komitment tersebut dinyatakan dalam bentuk rerms,
limitations and conditions contohnya adalah bentuk pendirian perusahaan
joint ventures, modal pihak asing maksimal sebesar 49%. Untuk national
treatment dinyatakan dalam bentuk conditions and qualifications misalnya
pihak asing hanya dapat mendirikan hotel berbintang 3, suatu ketentuan yang
tidak berlaku bagi pengusaha nasional. Pendekatan ini dikenal dengan nama
"bortom-up approach”. Sedangkan additional commirments dinyatakan dalam
bentuk suatu wndertaking (pernyataan) yang biasanya menyangkut suatu
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kualifikasi profesional, standard dan perizinan.

SOC dari masing-masing negara sesuai dengan pasal XX paragraf 3 men-
jadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATS. Dengan demikian, SOC terse-
but mengikat bagi negara yang membuatnya.

Dengan SOC ini tercermin juga suatu prinsip, yaitu prinsip liberalisasi
dalam perdagangan jasa dilakukan secara bertahap (progressive liberaliza-
tion) sesuai dengan keadaan dan kemampuan negara masing-masing. Hal ini
sejalan dengan ketentuan Pasal XIX GATS.*

Indonesia dalam rangka perundingan Putaran Uruguay telah
mencantumkan 5 sektor jasa dengan 49 jenis transaksi dalam SOC yaitu:
telekomunikasi dengan 9 jenis transaksi;
industri dengan 19 jenis transaksi;
transportasi laut dengan 2 jenis transaksi; -
pariwisata dengan 3 transaksi; dan
jasa keuangan:

a. non bank dengan 10 jenis transaksi;
b. bank dengan 6 jenis transaksi.

il

Komitmen yang diberikan tersebut lebih sempit dari kenyataan yang
berlaku. Sebagai contoh di sektor perbankan, dalam pendirian bank cam-
puran kepemilikan modal pihak asing hanya maksimal 49% sedangkan berda-
sarkan ketentuan yang berlaku pihak asing boleh memiliki 85% saham.

Dalam penyusunan SOC dipergunakan istilah-istilah teknis yang
membutuhkan penjelasan lebih lanjut antara lain adalah:

a. None, istilah ini dimaksudkan untuk menyatakan keinginan anggota yang
memberikan komitmen secara penuh (full commitments). Artinya sektor
jasa yang ditawarkan tidak disertai dengan hambatan dan atau pemba-
tasan;

b. bound, hambatan dan atau pembatasan yang diberikan untuk sektor jasa
yang dicanturmkan dalam SOC tidak akan diubah, kecuali menjadi lebih

* terbuka, tanpa pemberian kompensasi;

¢. unbound, hambatan dan atau pembatasan terhadap sektor jasa yang dican-

-tumkan dalam SOC, dapat diubah oleh anggota (no commitment).?

* Yunus Husein, SH.LL.M., "Laporan Perundingan Bidang Josa, Bank Indoncsia, 1992, (lidnk
diterbitkan}.

B MTN.GNS/W/154, hal. 10-11.
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Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada SOC Indonesia untuk subsektor jasa

perbankan di bawah ini:

349

3) For joint
Bank not more
than 49% of the
capital share ow-
ned by foreign
partner(s)

4) For joint
bank, only di-
rector can as-
sumed by expat-
riates

4) For joint bank,
only director can
assumed by expat-
riates.

Sector or Limitation on Limitation on Additional
subsector market access national treatment | commitments
Commercial
banking
- Acceptance
of deposits 1) subject to go- | 1) None
" | vernment regula-

tion on Foreign | 2) Unbound

Commercial ‘

Borrrowing 3) Joint bank may

only open new
2) None branch in 8 cities.

1) cross border; 2) consumption abroad; 3) commercial presence; 4) natural

presence.

Dari ilustrasi di atas dapat dijelaskan bahwa pada subsekior Commercial -

banking dengan jenis transaksi penerimaan deposito, Indonesia mengikatkan

dirt secara multilateral untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Limitation on marker access
1. Cross border supply

Mengijinkan bank yang beroperasi di Indonesia menerima deposito
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dari luar negeri dengan syarat tunduk kepada Ketentuan Pinjaman
Luar Negeri;

2. consumption abroad )
Tidak ada 1arangan bagi penduduk Indonesia untuk mendepositokan
uangnya di luar negeri. Kebebasan ini tidak akan diubah tanpa
kompensasi.

3. commercial presence
Bank campuran hanya boleh membuka cabang di 8 kota di Indonesia,
ketentuan ini tidak berlaku bagi bank nasional dan Bank Asing.

4. natural presence
Orang asing hanya boleh bekerja di Bank Campuran sebagai direktur,
ketentuan ini tidak berlaku bagi bank nasional dan asing.

2. Limitation on national treatment

1) cross border supply
Dalam hal menerima deposito dari luar negeri tidak ada perbedaan
perlakuan antara bank nasional, bank campuran maupun bank asing.

2) consumption abroad
Tidak ada komitmen, artinya Indonesia bebas menetapkan ketentuan
yang diinginkan.

3) commercial presence
Untuk Bank Campuran pihak asing hanya boleh memiliki maksimal
modal 49%. Persyaratan ini tidak akan dikurangi.

4) natural presence
Orang asing hanya boleh bekerja di Bank Campuran sebagai direktur.

Tidak ada additional commirments yang diberikan oleh Indonesia.

¢. Transparansi

Asas transparansi diatur dalam Pasal IIl GATS yang mewajibkan semua
anggota mempublikasikan semua peraturan perundang-undangan, pedoman
pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara
umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempu-
nyai dampak pada pelaksanaan GATS.

Disamping itu juga diwajibkan untuk memberitahukan Council for Trade
. on Services (salah satu "badan” dalam WTO) atas setiap perubahan atau

dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru yang berdampak '

pada perdagangan jasa yang dicantumkan dalam SOC. Pemberitahuan ini
minimal dilakukan sekali dalam setahun.

Kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh semua anggota adalah
pembentukan “enquiry point”. Enquiry point ini berfungsi sebagai pusat
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informasi yang menyediakan informasi spesifik bagi setiap anggota mengenai
seluruh masalah tentang perdagangan jasa. Enquiry point ini sudah harus
berdiri paling lambat 1 Januari 1997.

d. Peningkatan Partisipasi Negara Sedang Berkembang (Development
Country) '

Secara prinsip sistem WTO tidak membedakan antara negara maja dan
negara berkembang. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu kepada
negara berkembang diberikan perlakuan khusus. Hal ini dapat dilihat pada
perlakuan khusus yang diberikan kepada negara sedang berkembang dalam
penyampaian SOC. Penyampaian SOC ini merupakan salah satu syarat untuk
dapat menjadi original member WIO (pasal 11 WIQ). Kepada negara sedang
berkembang (feast developing country), Indonesia tidak termasuk kriteria ini,
diberikan waktu sampai dengan April 1995, sedangkan untuk negara lainnya
batas waktu penyerahan adalah 15 Desember 1993.%

Disamping itu kepada negara sedang berkembang juga diberi kemudahan
galam rangka meningkatkan partisipasinya melalui perundingan SOC yang
menyangkut:

1) peningkatan kapasitas jasa dalam negeri dan efisiensi serta daya saing
sektor jasa dalam negen antara lain melalui akses kepada teknologi
secara komersial;

2) perbaikan akses terhadap jaringan distribusi dan informasi; dan

3) liberalisasi akses pasar untuk sektor-sektor dan cara pemasokan yang

.menjadi kepentingan bagi ekspor negara berkembang (Pasal I'V (1)

GATS).

Kemudahan lainnya yang diberikan kepada negara sedang berkembang
adalah dalam rangka negosiasi selanjutnya untuk membuka pasar. Kepada
mereka diberikan fleksibilitas yang cukup untuk membuka sektor yang lebih
sedikit, melakukan liberalisasi transaksi yang lebih sedikit, melakukan
perluasan akses pasar secara bertahap sejalan dengan situasi pembangunannya
(Pasal XiX ayat 2).

Selanjutnya dalam rangka membantu negara sedang berkembang, negara
maju diwajibkan untuk mendirikan "comtack peint* untuk membantu negara
berkembang dalam mengakses informasi mengenai pasar masing-masing

™ Dr. Heru Soepratomo, SH.,SE., "Aspek Hukum dan Kelembagaan Hasil Perundingan Putaran

Urugugy * (Seminar Memasyarskatkan Hasil PerundmganPuuranUrugunyumggnlz 9 den 10 Nopember
1994), Bank Indonesia, hal. 1.
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negara maju. Informasi tersebut meliputi:

1) Aspek komersial dan teknis dari pemasok jasa;

2) Pendaftaran, pengakuan dan cara memperoleh kualifikasi profesmnal
dan

3) tersedianya teknologi jasa (Pasal IV (2) GATS).

e. Integrasi Ekonomi

Kerjasama regional telah lama dipandang sebagai pengecuahan dari
klausula MFN dalam perjanjian perdagangan. Meskipun demikian, WTO
secara prinsip tidak melarang anggotanya untuk bergabung dengan organisasi
kerjasama ekonomi regional seperti NAFTA (North America Free trade
Agreement), atau mengadakan perjanjian liberalisasi perdagangan jasa antara
dua atau lebih negara, asal saja memenuhi beberapa kriteria yang sangat rinci
dan kompieks sebagaimana diatur dalam pasal V GATS.

Kriteria yang diatur oleh Pasal V GATS tersebut dimaksudkan untuk

memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan setiap kemungkinan yang -

dapat merugikan sebagai akibat dibentuknya kerjasama ekonomi regional.

Secara umum, ketentuan tersebut dimaksudkan agar tingkat tarif atau non

rariff barrier yang rendzh diantara sesama anggota kerjasama ekonomi

regional tersebut tidak merugikan yang bukan anggota. Hambatan perda-
gangan sesudah kerjasama ekonomi regional tersebut terbentuk tidak boleh
lebih tinggi dari sebelum kerjasama tersebut dibentuk.

Persyaratan yang ditentukan oleh Pasal V GATS tersebut adalah sebaga1
berikut:

1), harus meliputi banyak sektor;

2) penghapusan ketentuan diskriminatif yang ada dan atau pelarangan
tindakan baru yang diskriminatif;

3) tidak meningkatkan hambatan perdagangan jasa secara keseluruhan pada
sektor atau sub sektor dibandingkan dengan tingkat hambatan yang ada
sebelum diadakannya kerjasama;

4) pemasok jasa yang berbentuk badan hukum milik negara bukan anggota

kerjasama yang berusaha di banyak sektor harus diperlakukan sama

dengan ketentuan kerjasama;

5) Apabila kerjasama regional tersebut dibentuk antara sesama negara
berkembang, kepada mereka harus diberikan fleksibilitas sesuai dengan
tingkat pembangunannya,

6) Apabila suatu negara memperoleh keuntungan dengan adanya kerjasama
regional yang dibentuk, anggota kerjasama tersebut tidak boleh meminta
kompensasi dari anggota yang memperoleh keuntungan itu.
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r Lzberahsasz Bertahap

Tujuan akhir dari GATY adalah menciptakan liberalisasi perdagangan jasa
total dimana tidak ada hambatan sama sekali dalam arus peredaran jasa.
Untuk mencapai tingkat seperti itu, cara yang ditempuh adalah secara ber-
tahap, mengingat tidak samanya tingkat pertumbuhan masing-masing anggota
WI0.

Liberalisasi bertahap tersebut dilakukan dengan mewajibkan semua Ang-
gota WZ'0 untuk melakukan putaran negosiasi secara berkesinambungan yang
dimulai paling lambat lima tahun sejak berlakunya perjanjian W70 (sejak 1
Januari 1995). Negosiasi tersebut harus dilakukan untuk mengurangi atau
menghilangkan measures yang berdampak buruk terhadap perdagangan jasa.
Meskipun demikian proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap meng-
hormati kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing (Pasal
XIX ayat (1) dan (2) GATS). Ketentuan dalam pasal XIX dapat digunakan
oleh negara maju untuk menekan negara berkembang’ untuk melak'ukan
perundingan selanjutnya.

Dalam pada itu komitmen yang telah diberikan dalam rangka perun-
dingan Putaran Uruguay, dan telah menjadi annex dari GATS, pada prin-
sipnya tidak boleh ditarik, diubah dan atau dikurangi. Perbaikan hanya
dimungkinkan apabila dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan komit-
men. Penarikan dan atau perubahan komitmen yang diberikan hanya dapat
dilakukan dengan pembayaran kompensasi kepada anggota yang dirugikan
(Pasal XXI GATS).

8. Keadaan Darurat

Escape Clauses adalah ketentuan penting dalam suatu perjanjian inter-
nasional, baik multilateral seperti GATT, regional seperti ASEAN, bilateral
atau umum (general) seperti Generalized System of Preferences for Deve-
loping Countries (GSP). Berbeda dengan exceprion (pengecualian), escape
clause diberlakukan untuk kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Dengan kata lain pengecualian dilakukan untuk kesulitan yang dapat diperki-
rakan sebelumnya.

Secara umum escape clause membolehkan suatu anggota, dalam kondisi
tertentu, untuk sementara- menghindar dari satu aspek perjanjian tanpa
merusak tujuan dari perjanjian tersebut secara keseluruhan. Escape clause
dalam suatu perjanjian memberikan kepastian bagi penandatanganan bahwa
dalam situasi darurat, mereka dibenarkan untuk sementara menghindar dari
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komitmen yan'g telah diberikan.?

. Pada perdagangan barang, terdapat beberapa ketentuan yang membe-
narkan anggota untuk melakukan "penyimpangan” dari ketentuan yaitu dalam
hal:

1) kompetisi impor yang curang (unfair), dengan cara pengenaan anti-
dumping duties dan counterveiling duties (Pasal VI dan XVI GATT);

2) kompetisi impor yang tidak curang (fair}, akan tetapi jumlah impor
meningkat sangat pesat sehingga dapat membahayakan industri dalam
negeri, dengan menggunakan ketentuan Pasal XIX GATT yaitu tentang
emergency protection,®

Disamping penyimpangan di atas Pasal XII GATT juga membolehkan -

anggota melakukan pembatasan impor, baik jumlah maupun nilai, dalam hal

anggota tersebut mengalami kesulitan neraca pembayaran. Penyimpangan

tersebut harus dilakukan dengan cara:

1) menghindari kerusakan yang tidak perlu terhadap kepentingan komersial
atau ekonomi anggota lain;

2) tidak diberiakukan secara tidak rasional yaitu mencegah impor barang
‘dalam jumlah komersial minimum sehingga dapat merusak jalur perda-
gangan reguler; '

3) tidak menerapkan pembatasan yang mencegah impor contoh barang atau
mencegah impor dalam rangka patent, trade mark, copyright.

Dalam GATS anggota dalam keadaan darurat juga dibenarkan untuk
melakukan penyimpangan sementara dari komitmen yang diberikannya. Pe-
nyimpangan tersebut dapat dilakukan dalam hal kesulitan neraca pembayaran.
Dalam kondisi seperti ini anggota diperkenankan melakukan pembatasan-
pembatasan di dalam perdagangan jasa yang telah dicantumkan dalam
SOCnya. Pembatasan tersebut harus dilakukan dengan syarat:

1) tidak menimbulkan diskriminasi diantara sesama anggota;

2) konsisten dengan ketentuan International Monetary Fund (IMF),

3) menghindarkan kerugian komersial, ekonomi dan keuangan anggota
lainnya;

4) tidak melebihi hal-hal yang perlu untuk mengatasi keadaan;

T David Roberison, “GATT Rules for Emergency Protection, Harvesier Wheatsheaf, London 1992,

. hal, 26.

¥ Ibid., hal, 33-34.
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5) harus bersifat sementara dan dihapuskan secara bertahap.

Tindakan pengamanan darurat selain kesulitan neraca pembayaran yang
dapat dilakukan anggota, masih akan dirundingkan secara multilateral.
Perundingan tersebut sudah harus dimulai paling Jambat 3 tahun setelah
berjalannya WTQ. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi anggota untuk
mempelajari kesulitan apa saja yang mungkin timbul setelah berjalannya
GATS, mengingat perdagangan jasa belum pernah diatur sebelumnya.

3. Penyelesaian Sengketa

Sistern dan prosedur penyelesaian sengketa secara umum diatur dalam
Understanding on Rules and Proceures Governing the Settlement of Dispute
atau lebih dikenal dengan singkatan DSU (Dispuze Sertlement Understanding)
yang merupakan annex 2 dari Perjanjian WZ0. Understanding ini berlaku
untuk seluruh sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian W70 beserta selu-
ruh annexnya.

Dalam GATYS apabila suatu Anggota merasa dirugikan akibar tindakan
Anggota lain meskipun tindakan Anggota lain tersebut tidak bertentangan
dengan ketentuan GATS (non violation), Anggota yang dirugikan dapat
meminta agar diselesaikan berdasarkan DSU (non violation complaints).

Upaya penyelesaian sengketa dilakukan oleh suatu badan yang disebut
dengan Dispute Settlement Body disingkat DSB. DSB mengamr/menyusun
peraturan, prosedur, konsultasi dan ketentuan penyelesaian sengketa. DSB
berwenang membentuk Panel dan peradilan banding (Appellate Boidy). Hal
yang sangat penting untuk dicatat adalah bahwa setiap keputusan DSB .
haruslah dilakukan secara konsensus tidak dengan Voting.®Dalam praktek
GATT, konsensus berarti tidak ada satupun peserta yang hadir secara formal
menolak. Adapun cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para
pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:

a. Konsultasi

Sistem penyeleszian sengketa yang diatur dalam DSU mengutamakan
dilakukannya konsultasi diantara negara yang bersengketa. Konsultasi harus
dilakukan dalam jangka 30 hari sejak permohonan permintaan konsultasi.
Jika 60 hart setelah permohonan konsultasi tidak tercapai penyelesaian, pihak
penggugat dapat meminta agar dibentuk Panel.

fd Salyan Mukhlar, "Putaran Unzguay dan Penyelesaian Sengketa®, Harian Republika, 17 Desember
1994, ’
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b. Panel

Apabila sengketa diselesaikan oleh Panel, maka dalam waktu 6 bulan
Panel harus menyelesaikan pekerjaannya. Waktu 6 bulan ini apabila dipan-
dang perlu dapat diperpanjang 3 bulan lagi. Keputusan Panel dapat dimin-
takan banding ke Appellate Body. Proses pemeriksaan banding paling lambat
60 hari terhitung sejak tanggal salah satu pihak secara formal mengajukan
banding.

c. Alternatif lain

Para pihak yang bersengketa juga dapat memilih alternatif selain kecuali
Panel, dalam menyelesaikan sengketanya yaitu melalui jasa baik (good offi-
ces), konsiliasi (conciliation), dan mediasi (mediarion) serta arbitration.
Permintaan untuk menggunakan alternatif ini dapat dimulai dan diakhiri seti-
ap saat dan apabila dianggap gagal para pihak dapat langsung meminta agar
dibentuk Panel.

Disamping alternatif di atas, terdapat alternatif lain yang khusus berlaku
apabila penggugat adalah negara sedang berkembang yaitu penggunakan pro-
sedur yang diatur dalam Keputusan Contracting Party GATT tanggal 5 April
1966. Prosedur ini memungkinkan negara sedang berkembang meminta jasa
baik Direktur Jenderal dan prosedur Panel yang mempersingkat jangka waktu
penyelesaian sengketa (Pasal 3:12 DSU).

V. Penutup

Dengan adanya perjanjian tentang perdagangan jasa yang dihasilkan cleh
Perundingan Putaran Uruguay, maka dapat dikatakan bahwa gejala ke arah
penggunaan tindakan unilateral yang sering dilakukan negara maju dalam
menyelesaikan persoalan perdagangan setidaknya dapat dibatasi. Bagi negara
berkembang ikut bergabung kedalam suatu organisasi internasional mempu-
nyai dampak positip. Tidak saja sebagai sarana membuka akses pasar untuk
barang ekspor akan tetapi juga sebagai proteksi dari tekanan unilateral yang
dilakukan oleh negara maju.

Dengan bergabung kedalam organisasi internasional negara-negara ber-
kembang secara bersama dapat menghadapi negara maju. Dalam perkataan
lain, adalah lebih mudah untuk menghadapi negara maju secara multilateral
jika dibandingkan dengan secara bilateral. Dengan WTO negara-negara ber-
kembang dapat memindahkan sengketa dan policy making ke prosedur multi-
lateral WTO dalam mengurangi tekanan bilateral negara maju.
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WTO sebagai organisasi baru akan banyak menghadapi tantangan. Belum
genap 3 bulan berjalan, WIQ sudah harus menyelesaikan kasus pertamanya
yang diajukan oleh Venezuela dalam sengketa dengan AS mengenai US Anti
Polution Regulations mulai berlaku sejak Januari 1995. Menurut Venezuela
ketentuan tersebut menetapkan standar lebih ketat bagi minyak impor dari
Venezuela dibadingkan dengan minyak produksi AS, sehingga melanggar
ketentuan WTO tentang non diskriminasi.®

Bagi Indonesia yang diperlukan adalah kesiapan dalam menyongsong era
globalisasi perdagangan. Perangkat hukum yang ada harus siap, apabila tidak
maka implikasi liberalisasi sistem perdagangan internasional sebagaimana
kesepakatan Putaran Uruguay hanya akan menjadi "neraka™ bagi kondisi
perekenomian Indonesia.®
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Judges ought lo remember that their office is jun dicere, and not jus dare; to
Inierpret Jaw, and not to make law, or give law,
Para hekim harus inget bahwa tugas mereka adalah Jus dicere, dan bukan jus
dare, yaitu : menafsirkon.-hukum, bukan membuat hukum atau memberi
hukum. )

{Francis Bacon)

P F R, R, A, U,

The people is that part of state does nat know what it want.
Rakyat adalah bagian dari negare yang tidak mengetahui apa yang
diinginkannya,

(G.W.F. Hegel)
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